
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VII/2020  

TENTANG 

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  

DI KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  

GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang 

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di 

Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow 

Selatan… 
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Selatan Tahun 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur … 
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1498); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 201); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

66/PP.06.4Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum … 
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Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020  tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati 

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; 

  7. Surat Dinas Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 

Tentang Pencabutan Surat Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan 

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 

Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. 

Memerhatikan  : Berita Acara Nomor 72/PP.04.2-BA/7111/KPU-

Kab/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran 

Data Pemilih Kecamatan Se Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil 

Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG 

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

DI KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG 

MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI 

DAN …. 
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DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

TAHUN 2020. 

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di 

Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang 

Mongondow Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan 

Tahun 2020 yang membantu KPU Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan dalam  melakukan pemutakhiran data 

pemilih. Tugas dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih  

meliputi:  

a. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Bolaang 

Mongondow melalui PPK dan PPS;  

b.   Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;  

  c.   Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;  

d. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan  

penelitian;  

e. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan 

menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan 

f. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil 

pencocokandan penelitian kepada PPS;  

g. Berkonsultasi dan melaporkan hasil pencocokan dan 

penelitian yang telah dilakukan kepada PPS;  

h. Dalam mengerjakan tugas, wajib menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. 

KETIGA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 

(satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai 

dengan Tanggal 13 Agustus 2020. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja … 
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Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow 

Selatan Tahun 2020. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan     

 

  Ditetapkan di Bolaang Uki 

Pada tanggal 09 Juli 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

 

ttd. 
 

STANLY E. KAKUNSI 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

 

Suryani Bahende 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VII/2020 

TENTANG 

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN 

DATA PEMILIH DI KECAMATAN PINOLOSIAN 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

SELATAN TAHUN 2020. 

 

 

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN PINOLOSIAN 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 

 

A. DESA LINAWAN 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1.  MELFIRA HUNTIALO P LINAWAN 1 

2.  SARTIKA BONDE P  LINAWAN 2 

 

B. DESA NUNUK 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1.  IBRAHIM KADI L NUNUK 1 

2.  YURIKE KOAGOW P NUNUK 2 

3.  LIDYA NINGSI BIBITAN P NUNUK 3 

 

C. DESA  PINOLOSIAN 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. RISMAN ASIKING L PINOLOSIAN 1 

2. NUR AFIVA AMIRI P PINOLOSIAN 2 
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D. DESA  KOMBOT  

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. SABIR MOKODOMPIT L KOMBOT 1 

2. RUSDIANA LOTAR P KOMBOT 2 

3. SITI SUHARTINA BAHDAR P KOMBOT 3 

 

E. DESA  LUNGKAP 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. ERPINA SINALAAN P LUNGKAP 1 

2. DEISI KAUMPUNGAN P LUNGKAP 2 

 

F. DESA  ILOMATA 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. SOFIAN GUSIAN L ILOMATA 1 

2. ROMI DETU L ILOMATA 2 

 

G. DESA LINAWAN I 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. YULIANA MOODUTO P LINAWAN I 1 

2. SILFANA MATULU P LINAWAN I 2 

 

H. DESA  TOLOTOYON 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. FIKRI PAPUTUNGAN L TOLOTOYON 1 

2. NINI SETIAWATI OLII P TOLOTOYON 2 

3. SUSILAWATI TAIB P TOLOTOYON 3 

 

I. DESA  PINOLOSIAN SELATAN 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. SAMSUL PAPUTUNGAN L 
PINOLOSIAN 

SELATAN 
1 

2. RIFANANG HULOPI P 
PINOLOSIAN 
SELATAN 

2 
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J. DESA  KOMBOT TIMUR 

No. N  A  M  A L\P A L A M A T TPS 

1. SRI DIANTI PAKAYA P KOMBOT TIMUR 1 

 

 

Ditetapkan di Bolaang Uki 
pada tanggal 09 Juli 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

 
ttd. 

 
STANLY E. KAKUNSI 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

 

Suryani Bahende 

 


